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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara aturan dengan fakta di masyarakat tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. Undang–Undang Kesejahteraan sosial (untuk selanjutnya disebut UUKS) mengatur pengumpulan sumbangan hanya boleh dilakukan oleh perorangan, kelompok, masyarakat, lembaga pemasyarakatan sedangkan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) belum jelas diatur. PT Sumber Alfaria Trijaya (untuk selanjutnya disebut PT SAT) menyelenggarakan pengumpulan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah PT yang bergerak di bidang perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban PT dalam pelaksanaan program sosialnya sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mengenai pertanggungjawaban PT SAT terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 6 UUKS disimpulkan bahwa status PT belum tertulis jelas dalam kategori pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Apabila ditelaah, PT termasuk kelompok sehingga PT SAT memenuhi persyaratan sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Pertanggungjawaban PT SAT terhadap perannya sebagai penyelenggara pelaku pengumpulan sumbangan adalah mendonasikan sumbangan kepada yayasan-yayasan terpercaya. PT SAT juga mempunyai kewajiban membagikan bantuan kepada yayasan–yayasan tersebut. Bantuan diberikan berupa barang seperti pembangunan rumah singgah untuk anak penderita kanker di Yayasan kasih Anak Kanker indonesia, Penyaluran 30.000 pasang sepatu sekolah di Yayasan Kick Andy. Tanggung jawab PT SAT kepada masyarakat adalah memberikan laporan secara berkala di media nasional maupun lokal baik cetak maupun online. Laporan tersebut dapat diakses di website www.alfamartku.com dan akun twitter @donasi_ku 
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Abstract
This research is motivated between the rules to the facts in the community about the organization of the collection of donations. Law - Social Welfare Act (for later called UUKS) organize the collection of donations should only be done by individuals, groups, communities, prisons while Company Limited (for later called PT) have not been clearly set. Alfaria Trijaya Resources (for later called PT SAT) organized a donation collection. The purpose of this research is to know and understand whether PT engaged in trade can perform activities of collecting donations and to know and understand how accountability PT in the implementation of social programs as a principal organizer of the collection of donations. Kind of normative juridical research, which explains the truth of a problem with the logic of the normative legal scholarship. The approach used that approach to legislation, and concepts. The analysis used in this study using a prescriptive reasoning. Results show that the discussion about accountability PT SAT for donation collection activities related to Article 1 point 6 UUKS concluded that the status of the PT has not written clearly in the category of perpetrators organizers donation collection. If we analyze, PT including a group that PT SAT to meet the requirements as a principal organizer of the collection of donations. Accountability PT SAT to his role as an organizer actors donation collection is donated to foundations reliable. PT SAT also has an obligation to distribute aid to those foundations. Assistance is provided in the form of goods such as construction of shelters for children with cancer in the love of the Child Cancer Foundation Indonesia, Distribution of 30,000 pairs of school shoes at Kick Andy Foundation. PT SAT responsibility to society is to provide regular reports on the national and local media, both print and online. The report can be accessed at the website and twitter accountdonasi_ku www.alfamartku.com









Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya pada bagian pembukaan paragraf ke empat mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semangat dan arah pembangunan, disamping berdasarkan asas hukum yang universal juga harus berdasarkan Pancasila. ​[1]​   Pancasila dapat dijadikan landasan pembangunan nasional. Dalam hal ini, Pancasila menetapkan dasar kenegaraan kehidupan sosial bangsa Indonesia dengan nilai-nilai​[2]​  sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila menjadi pedoman untuk direalisisasikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan kesejahteraan rakyat harus senantiasa memperhati¬kan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut bertujuan guna mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. 
Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disebut UU KS)  adalah: “Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Berdasarkan amanat tersebut maka peran negara adalah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. 
Menurut penjelasan dalam UU KS bagian pertama paragraf ke-empat mengatakan bahwa:
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha 

demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 
Usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial salah satunya adalah dengan usaha pengumpulan sumbangan. Usaha pengumpulan sumbangan harus bertujuan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (untuk selanjutnya disebut UU PUB) mengatakan bahwa usaha pengumpulan sumbangan merupakan salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong-royongan. 
Pengumpulan sumbangan telah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Motivasi umumnya adalah untuk misi sosial. Pengumpulan sumbangan selama ini dilakukan perorangan, lembaga dan kelompok masyarakat. ​[3]​  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (untuk selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan), pengertian usaha pengumpulan sumbangan adalah:
“Salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotong-royongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.”











Berkaitan dengan adanya partisipasi warga negara Indonesia untuk turut serta melakukan pembangunan kesejahteraan sosial bersama, dalam hal ini PT Sumber Alfaria Trijaya (untuk selanjutnya disebut PT SAT) menyelenggarakan program pengumpulan sumbangan.  Pada umumnya, PT SAT adalah perusahaan ritel yang bergerak dalam bidang perdagangan, namun sejak tahun 2013 PT SAT berperan tidak hanya sebagai pelaku usaha namun juga sebagai penyelenggara sumbangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat keputusan Menteri Sosial RI  tentang tata cara pengumpulan donasi, periode program, wilayah pengumpulan donasi, yayasan penerima bantuan, dan kewajiban untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat (untuk selanjutnya disebut SK Kemensos RI  tentang tata cara pengumpulan donasi, periode program, wilayah pengumpulan donasi, yayasan penerima bantuan, dan kewajiban untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat).​[4]​ Pemberian SK Kemensos merupakan wujud dari  pemberian ijin atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Ayat 1 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyatakan bahwa: “Izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan untuk jangka waktu selama – lamanya 3 (tuga) bulan”. 
Peran PT SAT sebagai penyelenggara sumbangan adalah mengajak masyarakat luas untuk ikut berperan melalui aksi sosial berbagi bersama masyarakat. Program sosial ini melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari berdonasi, merekomendasi, hingga turut langsung membagikan bantuan tersebut​[5]​Dalam hal penyelengaraannya, PT SAT menggunakan istilah Donasi-Ku sebagai nama programnya. Donasiku adalah donasi yang disumbangkan oleh konsumen secara sukarela sebagai bentuk dukungan terhadap program sosial yang dijalankan oleh lembaga – lembaga terpercaya. 
Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU KS mengatakan bahwa pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PT SAT termasuk berbadan hukum. Mengenai profil badan hukum, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT)  mengatakan bahwa: 
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 
Berdasarkan dari pengertian tersebut, secara umum Perseroan Terbatas yang biasa disingkat sebagai PT adalah dalam lingkup sebagai pelaku usaha. Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU PK) memberi pengertian pelaku usaha adalah:
 “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
Berdasarkan pasal tersebut pelaku usaha mempunyai tujuan dalam  pelenggaraan   kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi adalah  untuk mendapatkan keuntungan. Pada realitanya, PT SAT tidak hanya memiliki ijin sebagai pelaku usaha tetapi juga sebagai pelaku penyeleranggara pengumpulan sumbangan. Sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 1 Angka 6 UU KS bahwa pihak yang diperbolehkan melakukan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan adalah perseorangan, kelompok, lembaga sosial masyarakat, dan masyarakat.   Berdasarkan pasal tersebut badan usaha maupun pelaku usaha tidak tertulis jelas sehingga timbul penafsiran bahwa PT SAT dapat dikelompokkan ke dalam kategori kelompok. Dikategorikan kelompok karena berdirinya sebuah PT memiliki beberapa orang yang terkait dan saling mempunyai peran terhadap perkembangan suatu PT.  
Setiap pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan mempunyai konsep pengumpulan donasi tersebut. Berdasarkan Pasal 2 UU KS pelaksanaan program pengumpulan sumbangan diwajibkan menggunakan asas pengumpulan sumbangan agar tujuan pembangunan ekonomi untuk masyarakat pra sejahtera dapat tercapai. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik selain menggunakan asas juga harus dilandasi dengan tujuan yang baik.  Pasal 4 PP Pengumpulan Sumbangan menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan adalah sebagai berikut: 
Tujuan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, agama/kerokhanian, kebudayaan, dan bidang kesejahteraan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. 
Tujuan ini telah dipenuhi oleh PT SAT. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerja sama antara PT SAT dengan yayasan – yayasan serta memublikasikan informasi mengenai kemana arah sumbangan disalurkan kepada masyarakat.  
Sebagaimana dalam PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan memakai istilah dengan kata sumbangan, khususnya Pasal 1 Angka 3 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumbangan ialah sumbangan yang terbatas dalam bentuk barang/bahan atau uang. Pada prakteknya, program Donasiku adalah sama dengan makna sumbangan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Donasiku adalah program yang diselenggarakan oleh PT SAT dalam rangka membangun kesejahteraan sosial dengan mengumpulkan sumbangan tersebut dari masyarakat. ​[6]​  Program Donasiku merupakan wujud program sosial yang diselenggarakan PT SAT selain kegiatan perdagangan sebagai kegiatan utamanya. Di program sosial ini, PT SAT  tidak mengambil keuntungan. 
Program Donasiku merupakan sudah menjadi bagian dari kegiatan PT SAT. Setiap selesai transaksi dengan konsumen, kasir menawarkan kembalian dari hasil transaksi belanja untuk disumbangkan. Penawaran tersebut berfifat sukarela, artinya tidak ada paksaan dari pihak PT SAT bahwa kembalian konsumen harus disumbangkan. Kesepakatan konsumen untuk menyumbang akan diberikan bukti melalui struk belanja konsumen. 
Dilihat dari Pasal 14 Ayat 1 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyatakan bahwa: “Pemegang izin/penyelenggaran pengumpulan sumbangan, wajib mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin.” Melihat adanya bunyi pasal tersebut, PT SAT selaku penyelenggara kegiatan pengumpulan sumbangan tidak mempunyai kewajiban dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang menegaskan PT SAT sebagai penyelenggara kegiatan pengumpulan sumbangan wajib memberikan informasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Perlunya dibuat peraturan khusus mengenai pertanggunggjawaban suatu PT selaku penyelenggara pengumpulan sumbangan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. 




Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada data sekunder sebagai data utamanya.

Teknik Pendekatan Bahan Hukum
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.	Pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.​[7]​
b.	Pendekatan konsep (conceptual approach).
Berawal dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas diajukan.​[8]​

Jenis Bahan Hukum
Sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. ​[9]​
a.	Bahan hukum primer (Primary Sources)
Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penyelenggara pengumpulan sumbangan terkait kegiatan pengumpulan sumbangan di PT SAT, yakni:
1)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2)	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
3)	Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
8)	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9)	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan, Berita Negara Nomor 374;
10)Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.
b.  Bahan hukum sekunder (Secondary Sources)
     Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
c.  Bahan hukum tersier
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan – bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum primer. Penelusuran bahan – bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca macam – macam bahan hukum, mendengarkan maupun melalui media internet.​[10]​

Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan hukum primer dan bahan sekunder yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisa Bahan Hukum
Teknik analisa bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan cara preskriptif. ​[11]​

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. PT SAT selain bergerak dalam bidang perdagangan,juga sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Tergolong dalam kategori apakah PT SAT tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 6 UU KS

PT SAT merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha dagang dan pengumpulan sumbangan. Bidang kegiatan usaha dagang PT SAT sebagai pengelola ritel Alfamart Alfamidi. Bidang kegiatan pengumpulan sumbangan PT SAT merupakan salah satu perusahaan ritel yang menyelenggarakan program sosialnya dengan tidak mengambil keuntungan. ​[12]​  
Berdasarkan tujuan PT, Sebuah PT didirikan harus mencerminkan bidang usaha jual beli sehingga memperoleh keuntungan usaha. Pemenuhan tujuan tersebut dilakukan PT SAT dengan melakukan kegiatan jual beli dengan sistem retail. Peran PT SAT dalam hal penjualan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.
Pasal UU PK dan UU Perdagangan dapat membuktikan bahwa kegiatan penjualan yang dilakukan oleh PT SAT dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha. Di tahun 2013, PT SAT menambah peran sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Kegiatan tersebut telah mendapat ijin dari Kementerian Sosial dengan diberikannya SK Kemensos RI tentang tata cara pengumpulan donasi, periode program, wilayah pengumpulan donasi, yayasan penerima bantuan, dan kewajiban untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat
PP Pengumpulan Sumbangan pengertian pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan tidak dijelaskan secara tertulis dalam Pasal 1 mengenai ketentuan. Pengetian pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan terdefinisi secara tersirat dari pasal-pasal sebelumnya. Pada Pasal 1 Angka 6 UU KS  memberikan definisi mengenai pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pengertian Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Definisi tersebut mengarah sesuai yang dimaksud dalam PP Pengumpulan Sumbangan yang menggunaakan istilah pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan.
PT dikategorikan ke dalam salah satu unsur tersebut maka harus ditelusuri bagaimana profil dari suatu PT. Berikut definisi PT menurut  Pasal 1 Angka 1 UU PT, mengatakan bahwa PT adalah  
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 
Berbeda halnya dengan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD) yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UU PT pada baris pertama pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai “manusia”. Menurut KUHD, Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum.
PT disebut sebagai “artificial person” atau manusia buatan, atau “peron in law” atau ‘legal person / rechtperson”. Jadi disamping “manusia” (naturllijk persoon atau natural person), ada “manusia” lain yang disebut “rechts-persoon”  yang merupakan “artificial person” yang merupakan “orang tiruan” atau orang yang diciptakan oleh hukum. ​[13]​   
Badan hukum dibandingkan dengan manusia, mempunyai bayak sifat – sifat khusus. Karena badan hukum tidak termasuk dalam kategori manusia. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat memperoleh semua hak – hak. Tidak dapat  pula melakukan semua perbuatan – perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia. 
 Berdasarkan penjabaran mengenai PT, PT tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok. Alasan PT termasuk dalam kategori tersebut adalah karena PT  merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya.  Antar anggota dalam kelompok tersebut saling mempunyai hubungan dalam hal bisnis. Di dalam perkataan hubungan sosial terkandung pengertian akan adanya hubungan timbal balik dan adanya kesadaran bersama di antara anggota – anggotanya. Antar anggota mengetahui bagaimana tata cara bisnisnya dan berapa  keuntungan yang diharapkan. 
PT SAT selain bergerak di kegiatan perdagangan, tahun 2013 mulai menambahkan perannya sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan.  Dalam hal ini, pemberian bantuan dilakukan kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan dan sumber dananya berasal dari siapa pun yang dengan keikhlasan hatinya untuk memberi. Menurut penjelasan Pasal 1 Angka 3 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yang dimaksud sumbangan adalah sumbangan terbatas dalam bentuk barang/bahan atau uang. 
Peran PT SAT sebagai pelaku penyelenggara sumbangan yakni pengumpul dan penyaluran sumbangan. Menurut Pasal 1 Angka 3 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, mengatakan bahwa yang dimaksud pengumpulan sumbangan adalah:
Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Pengumpulan Uang atau barang.  
Bunyi Pasal 1 Angka 3 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan tersebut dapat diartikan bahwasanya pelaksanaan pengumpulan harus berdasarkan tujuan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini dipandang sebagai progress karena merupakan bagian dari gotong royong sebagaimana halnya yang diajarkan baik dalam bidang sosial, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian  maupun bidang pendidikan dan kebudayaan.
Dalam hal ini PT SAT melakukan peran sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan dengan cara melibatkan masyarakat melalui program yang diberi nama Donasi-Ku. Program Donasi-Ku diselenggarakan sejak tahun 2013. Tujuan diadakan Donasi-ku adalah untuk membantu masyarakat pra sejahtera dalam berbagai sektor, di antaranya seperti pendidikan, kesehatan, bencana alam.
Sistem pengumpulan donasi tersebut adalah dengan cara kasir menanyakan kepada pelanggan terlebih dahulu apakah bersedia sebagian uang kembaliannya didonasikan, jika bersedia, maka kasir akan memberikan bukti struk transaksinya namun jika tidak bersedia, maka kasir akan mengembalikan secara utuh. Sistem ini dibuat sama di seluruh toko milik PT SAT. Program Donasi-Ku dilaksanakan atas partisipasi masyarakat secara sukarela untuk ikut membantu masyarakat yang membutuhkan. 
Penerimaan donasi pelanggan dari seluruh toko akan secara otomatis terinput pada database perusahaan melalui bukti struk belanja.  Perusahaan menyalurkan seluruh jumlah yang terkumpul kepada yayasan yang ditunjuk menjadi mitra perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan sosial. Donasi yang terkumpul dibagikan dalam periode 1 atau 2 bulan sekali.
PT SAT mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih lembaga untuk diajak bekerja sama di antaranya, berbadan hukum, berskala nasional bahkan internasional, tidak punya kepentingan berbau SARA, memiliki track record yang baik, dan dapat diakses oleh publik. PT SAT juga mengajak msyarakat untuk dapat merekomendasikan yayasan yang dapat dibantu melalui program ini. Informasi tersebut dapat disampaikan masyarakat melalui twitter @yayasanberani.​[14]​

2. Pertanggungjawaban PT SAT dalam pelaksanaan program sosialnya sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan
Dijelaskan pada Ayat 1 Angka 4 PP  Pengumpulan Sumbangan yang mengatakan bahwa usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan. Pengertian usaha mempunyai definisi luas, artinya jika suatu penyelenggara memiliki program/ upaya/ kegiatan dalam hal pengumpulan sumbangan maka sudah termasuk dalam kategori usaha pengumpulan sumbangan.
Merujuk dari definisi tersebut, PT SAT sebagai pihak pengumpul sumbangan mengumpulkan sumbangan dari masyarakat melalui kembalian hasil transaksi belanja. Berdasarkan penjabaran di  Ayat 1 Angka 4 PP  Pengumpulan Sumbangan tersebut, peran PT SAT tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha pengumpulan sumbangan.  
Kegiatan diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwasanya yang dimaksud kegiatan adalah aktivitas; usaha; pekerjaan. PT SAT sebagai penyelenggara pengumpulan sumbangan bertugas mengumpulkan mengumpulkan donasi dari masyarakat dan menyalurkan donasi tersebut kepada yayasan – yayasan. Meninjau pengertian kegiatan  tersebut, tugas yang dilakukan PT SAT termasuk dapat digolongkan sebagai kegiatan. Kegiatan mengumpulkan dan menyerahkan donasi yang dilakukan oleh PT SAT dapat disebut dengan Kegiatan Pengumpulan Sumbangan. 
Segala perbuatan akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Hal ini disebabkan setiap orang yang melakukan perbuatan hukum mempunyai hak dan kewajiban. Tugas yang melekat pada setiap orang mengandung kewajiban untuk dipenuhi. Hak dapat diterima oleh orang tersebut jika telah melaksanakan kewajiban. 
Hukum berurusan dengan hak – hak dan kewajiban – kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak – hak dan kewajiban – kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua tingkah laku yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan kewajiban.  
Hak dan kewajiban telah menjadi satu paket. Adanya kewajiban selalu diiringai dengan hak. Salah satu tidak terpenuhi membuat hubungan hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Hak adalah potensi yang pada suatu saat bisa dimintakan perwujudannya oleh pemegang hak. Penyandang hak tentu mereka yang mampu untuk membuat pilihan antara mewujudkan atau tidak mewujudkan hak itu.
Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban diatas, maka timbul adanya tanggung jawab. Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. ​[15]​  Tanggung jawab hukum merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. ​[16]​
Tanggung Jawab juga merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Pelaku perbuatan hukum wajib bertanggung jawab dalam pelaksanaan perannya. Tanggung jawab tersebut diperlukan agar tugas berjalan dengan baik. Tanggung jawab menentukan kepercayaan dalam suatu pekerjaan. 
Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. ​[17]​
Konsep mengenai tanggung jawab tersebut menggambarkan bahwasanya segala perbuatan hukum harus disertai tanggung jawab. Manusia dan tangungjawab sangat erat hubungannya, karena dalam kehidupan sehari – hari kita tidak akan pernah mendapatkan hak sebelum melaksanakan beberapa kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. 
Penyandang hak dan kewajiban adalah mereka yang dianggap cakap oleh hukum. Adapun kategori cakap telah dijelaskan dalam pasal 1330 KUHPer yang mengatakan bahwa syarat – syarat seseorang dianggap cakap hukum adalah:
1. Seseorang yang sudah dewasa;
2. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah;
3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum;
4. Berjiwa sehat dan berakal sehat;
Hal tersebut disebabkan orang dewasa telah dapat menentukan perbuatan hukum dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Sebaliknya bisa terjadi, bahwa untuk keperluan – keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia, oleh hukum diterima sebagai orang dalam arti hukum dengan segala kelanjutan yang mengikutinya. Keperluan hukum adalah mengurusi kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum terutama dan pertama – tama diwakili oleh manusia yang hidup. Ada juga yang berpendapat bahwa konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal yaitu badan hukum. Hal ini sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, kedua – duanya diterima sebagai orang oleh hukum karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian.​[18]​   
Fungsi hukum adalah mengurusi segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia, baik itu manusia hidup atau yang diperumpakan seperti manusia, oleh karenanya, tujuan diciptakan hukum adalah untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum menjadi otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan – kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan dalam masyarakat secara lebih seksama. ​[19]​ 
Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, melainkan juga bukan orang. Dengan demikian, di samping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi.
Hukum mempunyai kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin ia ciptakan sebagai suatu konstruksi yang berasal dari imajinasinya. Bagaimanapun juga perluasan fiktif tersebut tentulah dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam rangka itulah hukum menciptakan suatu kepribadianyang baru tersebut. Badan yang diciptakan itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. ​[20]​ 
Status PT SAT adalah badan hukum. Sebagaimana badan hukum diumpamakan manusia, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh badan tersebut juga dikenai suatu tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut terkait segala kegiatan yang terkait adanya hubungan hukum. 
Pelaksanaan PT SAT terkait perannya sebagai pelaku pengumpulan sumbangan termasuk hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum. Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tesebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hubungan hukum juga dapat kita jumpai dalam hubungan antara PT SAT dengan masyarakat serta PT SAT dengan yayasan – yayasan penerima bantuan. Konsekuensi adanya hubungan hukum tersebut membuat PT SAT mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab dengan masyarakat dan juga kepada yayasan – yayasan peneima bantuan. Tanggung jawab PT SAT terhadap masyarakat yang menyepakati uang hasil transaksi untuk disumbangkan adalah memberikan seluruh uang sumbangan yang terkumpul pada yayasan – yayasan penerima bantuan. Sebaliknya masyarakat mempunyai hak untuk dijamin bahwasanya sumbangan tersebut disalurkan pada tempat yang tepat. 




Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan terkait kegiatan pengumpulan sumbangan di PT SAT, berdasarkan Pasal 1 Angka 6 dapat disimpulkan bahwa status PT  belum tertulis jelas dalam kategori pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Diinterpretasikan bahwa PT SAT termasuk dalam kategori kelompok karena dalam pendiriannya, seluruh anggota mempunyai tujuan yang sama,  mempunyai hubungan timbal balik, dan kesadaran bersama di antara anggota – anggotanya. Pemenuhan pelaksanaan ijin kegiatan pengumpulan sumbangan , PT SAT telah mendapat SK Kemensos RI tentang tata cara pengumpulan donasi, periode program, wilayah pengumpulan donasi, yayasan penerima bantuan, dan kewajiban untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Tanggung jawab PT SAT terhadap perannya sebagai penyelenggara pelaku pengumpulan sumbangan, PT SAT diwajibkan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Hal ini  mengingat bahwa yang dilakukan PT SAT adalah terkait hubungan hukum yang dilakukan PT SAT dengan masyarakat dan yayasan – yayasan penerima bantuan. Adanya hubungan hukum memberikan konsekuensi untuk memenuhi suatu  tanggung jawab. PT SAT perlu tanggung jawab karena mayarakat telah memberikan sumbangannya kepada PT SAT sebagai bentuk dukungan dari program yang diselenggarakan. PT SAT mempunyai kewajiban memberikan jaminan bahwa jumlah sumbangan yang terkumpul seluruhnya disalurkan pada yayasan – yayasan penerima bantuan.  PT SAT juga mempunyai kewajiban menyalurkanseluruh hasil sumbangan yang terkumpul kepada yayasan – yayasan penerima bantuan dan memastikan bahwa sumbangan tersebut bermanfaat bagi yang menerimanya sehingga tujuan upaya meningkatkan pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan baik. 

Saran
Penulis memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa dihaapkan:
1. Bagi PT SAT diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan pendistribusian sumbangan kepada yayasan penerima bantuan.  Tanggung jawab tersebut bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat dan tujuan pembangunan perekonomian bagi masyarakat kurang mampu dapat tercapai. 
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih mendukung upaya pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu dengan sukarela  menyumbangkan uang hasil transaksi tersebut melalui PT SAT. Selain itu masyarakat dapat berperan aktif menanyakan perihal kegiatan donasi yang dilakukan oleh PT SAT. 
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